
BUPATI PINRANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 

NOMOR I TAHUN 2024 

TENT ANG 

SISTEM REMUNERASJ PADA BADAN LA.YANAN UMUM DAERAH 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT! PINRANG, 

Memmbang : a. bahwa untuk mentngkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat, Puskesmas memerlukan sumber daya manusia yang 
profesional, berkualitas dan berkomitmen sehingga perlu diberikan 

msentif yang la yak dan adil; 
b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (I) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tcntang Pedoman Tcknis 
Pengclolaan Kcuangan Sadan Layanan Umum Daerah, mengatur 
bahwa Remunerasi penjabat pengelola dan pegawai Badan 
Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala dacrah; 

c. bahwa berdasarkan pertunbangan sebagarmsna dunaksud dalam 

hurof a dan hurof b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Dacrah Pusat 
Kesehatan Masyarakat; 

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 18221; 

2. Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lcmbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5340); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana tclah diubah beberapa kali lerakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Pcnetapan 

peraturan Pemerintah Pengganh Undang-Undang Nomor 6 Tahun r 



2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbaran 
Dacrah Kabupaten Pin rang Tahun 2020 Norn or 61; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA 
SADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN 
PINRANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah kabupo.ten Pinrang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan 

Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang 
4. Pusat Kesehatan Maayarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

Puskesmas di Kabupaten Pinrang. 
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya dreingkat BLUD adalah 

Jembaga yang dibentuk oleh Pcmerintah Daerah untuk pengelolaan puskesmas. 
6. BLUD Puskesmas adalah puskcsmas dengan pengelolaan badan layanan umum 

daerah. 
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas. 
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yag benanggung jawab terhadap kinerja 

umum operasional, pelakaanaan kebijakan fleksibilitas dan Keuangan BLUD 
Puskesmas dalarn pemberian pelayanan yang terdiri dari Pemimpin BLUD, 
Pejabat Kcuangan dan Pejabat Teknis Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya 
Kesehatan Perorangan. 

9. Bcndahara Penerimaan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Bcndahara 
Penerimaan adalah pejabat yang membantu pelaksanaan tugas ptjabat keuangan untuk menerim.a, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada BLUD Puskesmas. 10. Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, clan mcmpertanggungjawabkan uang untuk ' 



keperluan bclanja BLUD Puskesmas dalam rangka pclaksanaan anggaran 
bclanja pada BLUD Puskesmas. 

11.  Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD 
adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas tennasuk Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. 

12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang sclanjutnya disingkat UKM udalah setiap 
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan keschatan serta mencegah dan 
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, 
kelompok, dan Masyarakat. 

13. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu 
kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pclayanan kesehatan yang ditujukan 
unluk peningkatan, pcncegahan, pcnyembuhan penyakit, pengurangan 
penderit.aan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapot bcrupa gaji, Honorarium, 
tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tambahan 
pcnghasilan lain. 

15. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupe.han Pegawai BLUD 
yang diberlakukan di lingkungan puskesmas. 

16. Poe Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan scbagai sumbcr 
dana insentil Pegawai BLUD pada Sistem Remunerasi. 

17 Insentif adalah tambahan pendapatan bagi selwuh Pegawai BLUD puskesmas 
yang dananya bcrsumbcr dari jasa pelayanan puskesmas dan/atau dari 
keuntungan penjualan usa.ha di puskesmas. 

18. Honorarium adalah upah yang dananya bersumbcr dari biaya operasional 
puskesmas. 

19. Dana Kapitasi adalah bcsaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh 
BPJS Kesehatan, kepada fasLiitas kesehatan tingkat pertama bcrdasarkan 
jumlah peserta yang terdartar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah 
pe\ayanan kesehatan yang diberikan. 

20. Dana Non Kapitasi adalah bcsaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan 
kepada Fasilitas Kesehatan tingkat penama berdasarkan jenis dan jumlah 
pclayanan kesehatan yang dibcrikan. 

21. Dana Pelayanan Pasien Umum adalah bcsaron pembayaran yang dibayarkan 
langsung kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai tarif pelayanan 
yang ber!aku bel"dasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang 
diberikan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TWUAN 

"'"" 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penenmaan remunerasi 

pada BLUD Puskesmas; dan 
b. memberikan perlindungan dan adanya transparansi dalam melaksanakan 

pemanfaatan dan pembagian jaea pelayanan. 



Pasal3 
1'ujuan ditctapkannya Pcraturan Bupati ini meliputi: 
a. meningkatkan mutu pclayanan kesehatan di Puskesmas guna membllngun 

citra pclayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat; 
b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pclayanan kcsehatan di 

Puskesmas yang melaksanakan sistem BLUD Puskesmas; 
c. meningkatkan kesejahtcraan seluruh pegawai di Puskcsmas; 
d. mcningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pclayanan 

kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai dengan tangggung jawab 
profesi dan tugas pokok masing-masing; 

e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang 
bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan maupun pendapatan lain; 

f. meningkatnya indcks kepuasan masyarakat terhadap mutu pclayanan 
kesehatan di Puskesmas; dan 

g. berjaiannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pcngclolaan 
Puskesmas secara cfektif. 

BAB Ill 

REMUNERASI 

Pasal 4 

(11 Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan 
profesionalisme dcngan mempertimbangkan prinsip: 
a. proporsionali1as. yaitu mcmpcrhatikan aset, pcndapatan, sumber daya 

manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas; 
b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis; 
c. kcpatutan dan kewajaran, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang 

dihasLikan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan 
d. kinerja, yaitu memperhatikan kincrja layanan dan kinerja keuangan. 

121 Sclain mempertimbangkan prinsip sebagaimana drrnaksud pada ayat (1), 
pembenan remuneraai dapat memperhatikan indclui harga daerah/wilayah. 

BABrv 
KOMPONEN REMUNERASI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 
(l) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) merupakan imbalan 

kerja yang diberikan dalam komponen, meliputi: 
a. gaji; 
b. honorarium; 
c. tunjangan tetap; 
d. insentif; 
e. bonus atas prcstasi; dan/atau 
r. pesangon; 

\ 



(21 Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) bersumber dari: 
a. dana kapitasi Jaminan Kcsehatan Nasional; 
b. dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; 
c. dana pelayanan pasien umum. 

Bagian Kedua 
Gaji 

Pa8a16 
(3) Gaji :sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf a, diberikan dengan 

mempcrhitungkan nilaijabatan yang dituangkan dalam grading/leveljabatan. 
(41 Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi Pcgawai ASN scsuai 

dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan dan pcgawai Non ASN dan 
profesional lainnya disesuaikan dengan Standar Harga Tertinggi yang 
ditetapkan Pemerintah Daerah serta kemampuan keuangan BLUD Puskesmas. 

(5) Besaran gaji pcgawai BLUD Non ASN dan profesional Jainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD 
Puskesmas. 

Bagian Ketiga 
Honorarium 

Pasal 7 
Honorarium sebagaimana d.imaksud dala.m Pasal 5 ayat (IJ huruf b, dapat 
diberikan dalam rangka menunjang pclaksanaan tugas pelayanan pada BLUD 
Puskesmas. 

Bagian Kecmpat 
Tunjangan Tetap 

Pa,aJ 8 

(I) 1\mjangan Tetap :sebagaimana diillabud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bagi 
Pe]abat Pengelola BLUD dari pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan tetap eebegaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebelum dilakukan pertutungan insentif. 

Bagia.n Kelima 
Jnscntif 
Pasal 9 

(1) lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf d, d.iberikan 
kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesrnas. 

(2) lnsentir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas : 
a. lnscntif langsung;dan 
b. Insentif tldak langsung. 

(3) Besaran insentif scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dlberikan berdasarkan 
Skor Individual (Row Score). 

(4) Ketentuan mengenai Skor Individual (Row Score) sebagrumana dimaksud pada 
ayat (2) dihitung berdssarkan indexing sebagaimana diatur dalam Pcraturan t 
Bupati ini. \ 



Paaal 10 
(II Insentif scbagaimana dimaksud dalrun Paaal 9 ayat {2), diberikan dengan 

ketcntuan sebagai berikut: 
a. Setiap penghasilan jasa pelayanan dan tindakan dialokasikan sebagai 

berikut: 
I. 60% (enam puluh persen) scbap.l jaea pelayanan; dan 
2. 40% (empat puluh persen) biaya operasional Puskcsmas. 

b. Ja.sa pelayanan scbe.gaimana dimaksud pada huruf a angka I, terdiri dari: 
I. 60% (enam puluh persen) mcrupakan inscntif Jangsung; dan 
2. 40% (empat puluh perscn) merupakan Pos Remuncrasi. 

c. ineentif langsung scbagaimana d1maksud pada huruf b angka I, Lerdiri dari: 
I. 50% (lirna puluh perscn) untuk tenaga yang melaksanakan pe\ayanan; 
2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk pendamping/penanggungjawab; dan 
3. 15% (lima bclas persen) untuk Pcjabat Pcngelola BLUD. 

d. lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari; 
1. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Pcmimpin BLUD; 
2. 20% (dua puluh persen) untuk pcjabat kcuanga.n, 
3. 20% (dua puluh persen] untuk pembantu pejaba.t keuangan [bcndahara 

pcngeluaranj; 
4. 10% (sepuluh persen] untuk pembantu pejabat kcuangan (bendahara 

penerimaan); 
5. 10% (sepuluh persen) untuk pcjabat teknis UKP;dan 
6. 5% (lima perscn) untuk pejabat tcknis UKM. 

c. pos remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 yaitu 
kontribusi dari setiap penghasilan jasa dan merupakan insentif tidak 
langsung. 

(2) Insentif dihttung bcrduarkan scoring yang ctitentuka.n dengan perhitungan 
indaing sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini. 

Bagian Keenarn 
Bonus Atas Prestasi 

Pasal I I 
(1) Bonus alas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa..l 5 ayat (1) huruf e, 

dapat ctibcrikan kepada Ptjabat Pengelola dan Pcgawai BLUD Puskesmas atas 
prestasi kerja BLUD Puskesmas. 

(21 Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan 
kcrja bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap, dan lnsentif. 

(3) Bonus atas prcstasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bcrsumber dari 
Pendapatan BLUD Puskesmas. 

{4) Bonus atas prcstasi hanya dapat dibcrikan 1 (satu) kali dalam l (satu) tahun 
anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi persyaratan sebe.gai berikut: 
a. indikator kinerja tahunan minimal dika.tcgorikan 'SEHAT" sesuai dengan 

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; 
b. opini audit tcrhadap Laporan Keuangan tahun dasar perfutungan Bonus 

dan I (satu) tahun sebclumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

bcrdasa.rkan laporan hasil audit yang dikcluarkan oleh Kantor Akuntan \ 
Publik (KAP!; dan I 



c. terdapat surplus di luar pendapatan dan bdanja Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daer-ah pada tahun dasar pcrhitungan bonus yang memungkinkan 
untu.k dibagikan dengan mempertimbangkan kewejaran. 

Pasal 12 
(l) Bonus alas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  dapat diberiksn 

setelah mendapalkan persetujuan dari Bupati. 
(21 Usulan besaran persentase bonus atas prestasi yang dapal diajukan kepada 

Bupati paling tinggi sebesru- 5% (lima persenJ dari besaran surplus tahun 
anggaran yang dijadikan dasar perhitungan Bonus. 

(3) Dasar perhitungan usulan besaran persentase bonus atas prestasi sebaga.imana 
dimalcsud pada ayat (2) tidalc termasuk surplus dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

(41 Bonus ataa prestasi yang diterima oleh masing-masing Pejabat Pengelola BLUD 
dan Pegawai BLUD Puskesmas, paling tinggi sebesar 2 (dua) kali gaji dan 
tunjangan tetap yang diterima setiap bulan. 

Bagian Ketujuh 
Pesangon 

Pasal 13 
(1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf f, dapat 

diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD Puskesmss yang berstatus Non ASN 
dan profcsional lainnya pada saat akhir masa jabatannya. 

(21 Pesangon sebagaimana dimalcsud pada ayat ( l] berupa 118.ntunan purna jabatan 
dengan pengilrutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang 
beban prerni atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD Puskesmas. 

(3) Premi atau ruran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
paling tinggi 25% (dua puluh lime persen) dari gaji dalam l (satul tahun. 

(4) Pembayaran premi atau turan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bersumber dari Penerimaan Jasa Pelayanan BLUD Puskesmas. 

BAB V 

PROPORSI DISTRJBUSI PENDAPATAN 

Pasal 14 

11) Proporsi pembagian pendapatan yang bersumber dari Dana Kapitasi dan Non 
Kapitasi BPJS Kesehatan serta Dana Pelayanan Pasien Umum terdiri dari 60% 

(enam puluh persen) jasa pelayanan dan 40% (empat puluh persen) 
dialokasikan untuk biaya operasioned dan biaya investasi. 

(2) Biaya operasional dan biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa biaya obat, alat kesehatan, bahan media habis pa.kai, pelayanan 
kesehatan dalam gedung, pelayanan kesehatan luar gedung. operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling. bahan cetak atau alat tul.is kantor, administrasi, koordmasi program dan sistem mrormasi, pembayaran 
imoolan kerja di luar jasa pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana atau sesuai \ kebutuhan BLUD Puskesmas. ( 



(3) Proporsi pcmbagian pcndapatan yang bersumber dari jasa pelayanan khusus 
(persalinan, protesa, dan jasa dokter speeialisl sebagai berikut: 
a. Jase. pclayanan khusus persalinan terdiri dari 75% (tujuh putuh limu 

persen) sebagai jasa pelayanan \angsung dan 15% (lima belas persen) 
sebagai pos remunerasi serta 10% (sepuluh persen) sebagai opcrasional; 

b. Jasa pctayanan langsung pcrsalinan terdiri dari 75% (tujuh puluh lima 
pereen] sebagai jasa pelayanan penolong pcrsalinan, 10% sebagai jasa 
pcndamping penolong pcrsalinan dan 10% (sepuluh perscn) sebagai jasa 
pejabat BLUD serta 5% {lima persen) untuk dokter jaga; 

c. Jasa pejabat pengelola BLUD dari jasa pclayanan langsung persalinan 
terdin dari 35% (tiga puluh lima pcrscn) untuk pemimpin BLVD, 20% (dua 
puluh pcrscn) untuk pejabat keuangan, 20% (dua puluh pcrscn) untuk 
Bendahara Pengeluaran, 10% (sepuluh persem untuk Bendahara 
Penerimaan, 10% (sepuluh persen] untuk pejabat teknis UKP dan 5% (lima 
pcrsen) untuk pejabat tekms UKM ; 

d. Jasa pclayanan khusus protesa dan jasa dokter 1pe1ialis terdiri dari 75% 
(tujuh puluh lima persen) scbagai jasa pclayanan langaung dan 15% (lima 
belas persen] sebagat pos remunera.si dan 10% (sepuluh pcrsen) 9ebe.gai 
opcrasional 

(4) Proporsi pcmbagian pelayanan pcmakain ambulatts terdiri dari 60% (enam 
puluh persem jasa pelayanan den 40% (empat puluh pcrsen) operasional. 

(5) Jasa pclayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 teed.in dari 50% (lime 
puluh pereen] untuk sopir dan 50% (lime puluh persent untuk Perawat/bidan. 

BAB VJ 

INDEXING 

Pasa1 15 
(1) Indexing merupakan teknik menentukan besaran score individu Pejabat 

Pcngelola dan Pegawai BLVD Puskesmas sesuai dengan beban kerje. 
(2) Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: 

a. pcngalaman dan masa kerja (basic inde.i4, dengan ketentuan; 

Pengalaman dan Mesa Kerja Scou 

5 • 10 Tahun 5 

1 1 -  lSTahun 10 

16 • 20 Tahun 15 

21-25Tahun 20 

Lebih dari 25 Tahun 25 

b. Resiko kerje (risk index) mcrupakan nilai untuk resiko yang d.iterima 
karyawan akibat pekeqeen, dengan ketentuan; 

Resiko Kerja Scou 
Polildinik 5 
Laboratorium / Apotek 10 

Rawat Inap/UOD/Persalinan/ Poli gigi 15 

\ 



c. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index), dengan kctentuan; 

Waktu Pcnugasan Tingkat Seo" 
Kegawatdaruralan 

>8 20 

ShifMalam 
> 5 - 7  15 

3 - 5  JO 

I 2 5 

>15 20 

Shif Sore 
10- 14 15 

6 - 9  JO 

I - 5 5 

Pcmanggilan di iuer ,s 20 

i= kerja > 5 - 7  15 

(bcrhubungan dengan 3 - 5  10 
pasien) 

I 2 5 

• • 

Jenis Jabatan Seo" 

1. Pcmimpin BLUD 250 

2.PcjabatKeuangan/KTU 50 

3. Bendahara Pcngeluara.n 125 

4. Pcndamping Benda.hara 20 

5. Benda.hara Pcnerima 20 

6. Pcngwus Barang/Sarana dan Pra.sarana 20 

7. Pcjabe.t Tcknis UKP / UKM 15 

8. Pcnanggung Jawab Jaringan/ Jcjaring 15 

9. Pcnanggung Jawab Mutu 10 

10. Pcnanggung Jawab Unit Layanan JO 

UKP 

d. Jen.is jabatan dan tanggungjawab (position index) dengan ketentuan· 

e. Kualifikasi (capacity index) mcrupakan nilai kualitas berdas.arkan pendidikan, 
dengan ketentuan; 

Jerus Pcnchdikan Seo" 

Tenaga Medis 150 

Apoteker /Ncra/82 100 

S!/04 80 

Non Keschatan/Keschatan DJ a tau 60 

dibawah DJ dengan mas kerja lebih 10 

Jahun 

Tenaga Kesehatan atau dibawah DJ 50 

Non Kesehatan dibawah 03 25 



f. Kinerja/kehadiran !performance inde.iq merupakan pengukuran poln kinerja 
berdasarkan tingkat kehadiran dikalikan dengan kinerja bcrda.sarkan penilaian 
Pemimpin BLUD, dengan ketentuan : 
1. Tingkal score kinerja ditetapkan dengan ketentuan; 

Kinerja score 

Baik 20 
Cukup 10 - 19 
Ku rang 5 - 9  

Sangat Kurang 1 - 4 

Kehadiran 
2. CAPAIAN KlNERJA • x Kinerja 

Jumlah hari kerja dalam I (salu) bulan 

3. Setiap kehadiran dapat I (satu) poin; 
4. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumu\asi sampai 

dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi I (satu) poin; dan 
5. Ketidakhadiran akibat sakit (dengan keterangan dokter) dan/atau 

pcnugasan dikecualikan dalam penilaian kehadiran. 
(3) Total soore indillidu. merupakan penjumlahan dari bmiic index, risk index, 

emergency index, position index, capacity index dikalikan dengo.n capain kinerja 
dengan rumua sebagai bcrikut : 

Total Score lndsvidu - [Basic Index + Risk Index+ Emergency 
Index + Po&ition Index + Capacity Index) x Capaian Kinerja 

(4) Ketidakhadiran dikarenakan sakit/cuti dan/atau penugasan selama I (satu) 
bulan, penilaian score tidak termasuk capaian kinerja. 

(5) Total score Puskesmas merupakan pcnjumlahan total score tndividu. 
(6) Jumlah jasa pelayanan individu adalah total score individu dibagi total score 

puskesmas dikali total jaaa pelayanan. 
BAB VU 

PENGUSULAN REMUNERASI 

Pasa.1 16 (1) Pcmimpin BLUD Puskesmas mengajukan usulan remunerasi kepada Bupati melalui Dines. (21 Usulan rcmuneraai sebagaimana dimaksud pada ayat (11, dapat berupa.: a. usulan rcmuncmsi baru; dan/atau 
b. usulan perubahan rcmunerasi. (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat fl), disarnpaikan dalam bcntuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangan1 oleh Pemimpin \ BLUD Puskesmas. 



BAB VIII EVALUASI DAN PEL.APORAN 
Pasal 17 

fl J Pemberian remunerasi kepada Pcgawai BLUD dieva.luasi seliap tahun. 
(2) Hasil evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaporkan kepada Kepala 

Dinas untuk dilakukan evaluasi lcbih lanjut guna perbaikan metode 
remuneraai. 

(3) Kepala Dinas mdaporkan pelaksanaan remunerasi BLVD Puskesmas kepada 
Bupali melalui Sckrctaris Daerah. 

BABIX KETENTUANPENUTUP 
Pasal 18 

Dengan ditet.apkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraluran Bupali Pinrang Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Sistem Remuneras.i pada Sadan Layanan Umum Daerah 
Puskesmas Kabupaten Pinrang (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 
Nomor 22), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturen 
Bupali Pinrang Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Bupali Pinrang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Remuneraai pada Sadan 
Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pinrang (Serita Daerah Kabupaten 
Pin rang Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan lidak berlaku. 

Pasal 19 
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempat.annya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang . 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal 

BUPATI PINRANO 

11.t! :.MID 
Diund.an!<"an di Pinrang 

al IS DAERAH KABUPATEN PINRANO 

CALO SERITA AERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2024 NOMOR 
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